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ABSTRAK 

REZI PEBRATAMA 14042032/2014 : Implementasi Kebijakan Peraturan 

Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Santunan Kematian 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan 

Walikota Padang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Santunan Kematian. Penelitian 

ini dilatar belakangi oleh terjadinya permasalahan masih adanya Pemerintah 

Kelurahan dan masyarakat yang tidak mengetahui program santunan kematian, 

banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesda atau sejenisnya, 

dan rumitnya prosedur pengurusan dana santunan kematian.  

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan 

penelitian ditentukan secara purposive dan random. Data dikumpulkan dengan 

cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta direduksi agar 

bisa ditarik kesimpulan dari data yang telah didapat. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan santunan 

kematian belum efektif, dinilai dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan 

Dunn, yaitu ketercapaian tujuan kebijakan belum maksimal, penggunaan usaha 

yang efisien, program santunan kematian cukup memuaskan kebutuhan kelompok 

sasaran, pelaksana program santunan kematian sudah merata, masyarakat 

mendukung program santunan kematian, program santunan kematian tepat untuk 

dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat 

dinilai dengan menggunakan model Edward, yaitu dari segi komunikasi yang 

kurang efektif kepada kelompok sasaran, sumberdaya yang tersedia belum 

memadai, sikap pelaksana kebijakan masih kurang baik, dan struktur birokrasi 

cukup sederhana namun memiliki SOP yang cukup rumit.  

 

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Santunan Kematian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan karena manusia pasti 

menghadapi maut. Secara etimologi death berasal dari kata deeth atau deth yang 

berarti keadaan mati atau kematian. Sedangkan secara defenitif, kematian adalah 

terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja 

otak secara permanen. Menurut Kozier (2004) kematian adalah penghentian 

permanen semua fungsi tubuh yang vital, akhir dari kehidupan manusia. 

 Manusia mati meninggalkan duka meskipun kematian adalah sebuah 

kepastian, tutup usia seseorang tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, 

bila manusia mati ia berpotensi meninggalkan risiko bagi orang lain, yaitu adanya 

beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. 

Banyak kita temui masyarakat di Kota Padang yang tidak mampu mengurusi 

penyelenggaraan kematian keluarganya karena keterbatasan ekonomi. 

 Untuk mengurangi beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh 

keluarga yang di tinggalkan Pemerintah Kota Padang membuat proram santunan 

kematian. Program santunan kematian ini merupakan program unggulan pasangan 

Walikota Padang Mahyeldi-Emzalmi pada tahun 2014-2019. Program santunan 

kematian tersebut direalisasikan melalui Peraturan Walikota Padang nomor 25 

tahun 2014 tentang santunan kematian. Dana santunan kematian diambil dari 

APBD Kota Padang yaitu bantuan hibah yang tidak direncanakan. Tujuan dari 

peraturan ini adalah untuk meringankan beban ahli waris atau famili penduduk 

Kota Padang yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman 
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diberikan uang santunan kematian kepada ahli waris famili almarhum atau 

almarhumah. 

 Peraturan Walikota Padang nomor 25 tahun 2014 tentang santunan 

kematian tersebut dirubah menjadi Peraturan Walikota Padang nomor 29.A tahun 

2014 tentang santunan kematian, karena ditemukan oleh pihak BPK yaitu 

penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan sosial. Berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Dimana yang berhak mendapatkan santunan 

kematian harus memenuhi persyaratan yang tertulis pada Pasal 7 yaitu : 

a. Surat permohonan ahli waris; 

b. KK dan KTP yang meninggal; 

c. KK dan KTP keluarga/ahli waris; 

d. Surat keterangan kematian dari Lurah; dan 

e. Surat keterangan miskin / tidak mampu dari Lurah. 

 Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang nomor 29.A tahun 2014 tentang 

santunan kematian sempat berhenti beberapa bulan dan berjalan lagi pada tanggal 

21 Mei 2015. Peraturan Walikota Padang nomor 29.A tahun 2014 tentang 

santunan kematian dirubah kembali menjadi Peraturan Walikota Padang nomor 12 

tahun 2015 tentang Santunan Kematian, karena masih ditemukan oleh BPK yaitu 

masih tergolong penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan sosial.  Dana 

untuk kepastian hukum masyarakat yang akan menerima santunan kematian 

benar-benar masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang akan diberikan santunan 
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kematian adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam Pendataan Program 

Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamskesda). 

Didalam pelaksanaannya, semenjak peraturan ini dikeluarkan dan 

semenjak pelaksanaan peraturan ini berhenti beberapa bulan pada tahun 2015 

yang lalu, Peraturan Walikota tentang santunan kematian ini dalam 

pelaksanaannya berjalan kurang efektif, yaitu masih banyak Kelurahan-Kelurahan 

yang tidak mengetahui bahwasanya Peraturan tentang santunan kematian ini 

berjalan lagi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada lima Kelurahan 

pada tanggal 10 Oktober 2017 yang lalu, diantaranya, Kelurahan Parupuk Tabing, 

Kelurahan Air Tawar Timur, Kelurahan Air Tawar Barat, Kelurahan Bungus 

Selatan, dan Kelurahan Bungus Barat, hanya satu Kelurahan saja yang 

mengetahui peraturan ini masih berjalan yaitu Kelurahan Air Tawar Timur. 

Permasalahan ini tentu kurang efektifnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Padang 

kepada Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Padang terutama kepada 

Kelurahan – Kelurahan bagian pinggir Kota Padang, sehingga tidak ada sosialisasi 

bagian Kelurahan kepada warga tentang santunan kematian ini. 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lima Kelurahan diatas, 

Sekretaris Kelurahan Parupuk Tabing dan Sekretaris Kelurahan Air Tawar Barat 

mengungkapkan dengan pendapat senadabahwa semenjak pelaksanaan Peraturan 

Walikota tentang santunan kematian sempat berhenti beberapa bulan pada tahun 

2015 yang lalu , Kelurahan Parupuk Tabing dan Kelurahan Air Tawar Barat tidak 
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tahu bahwasanya peraturan ini berjalan kembali. (wawancara, tangal 10 Oktober 

2017) 

Sementara Sekretaris Kelurahan Bungus Barat dan Sekretaris Kelurahan 

Bungus Selatan mengungkapkan dengan pendapat senada bahwa : 

“Dalam pengurusan dana santunan kematian ini sangat rumit, jarak 

pengurusannya terlalu jauh dari Bungus ke Kantor Walikota, sedangkan 

dana yang diterima oleh ahliwaris hanya Rp1 juta. Bila di hitung 

dengan waktu,jarak, tenaga serta biaya yang dikeluarkan hampir sama 

dengan uang yang didapat, dan masih banyak masyarakat  miskin yang 

tidak terdaftar dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, 

Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau Jaminan Kesehatan 

Daerah.”(wawancara, tangal 10 Oktober 2017) 

 

Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Walikota 

Padang dibagian Kesra, salah satu Pegawai Bagian Kesra mengatakan bahwa 

semenjak Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian ini dijalankan lagi pada 

tanggal 21 Mei 2015, Peraturan Walikota Padang tentang santunan kematian 

berjalan dengan lancar dan belum ada kendala. (wawancara, tanggal 09 Oktober 

2017) 

Dari syarat-syarat yang ada pada Peraturan Walikota Padang tentang 

santunan kematian diatas terlihat salah satunya yaitu masyarakat miskin yang 

terdaftar dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, Jaminan Kesehatan 

Masyarakat, atau Jaminan Kesehatan Daerah. Syarat ini merupakan aturan baru 

dari Peraturan Walikota Padang sebelumnya, kita lihat dilapangan tidak semua 

masyarakat miskin terdaftar pada pendataan tersebut. Masih banyak dijumpai 

masyarakat miskin yang tidak dapat mengurus dana santunan kematian karena 

tidak memiliki surat Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan 

Daerah. 
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Masalah lain yang terdapat dilapangan yaitu masih banyaknya warga 

miskin yang tidak mengetahui Peraturan Pemerintah Kota Padang tentang 

santunan kematian. Masyarakat miskin Kota Padang masih minim terhadap 

informasi mengenai santunan kematian ini terlebih lagi dana santunan kematian 

ini pernah diberhentikan sementara pada tahun 2015, sehingga masyarakat sudah 

banyak beranggapan bahwa peraturan ini sudah tidak dijalankan lagi. 

Salah satu warga Kota Padang yaitu Doni mengungkapkan  sebagaimana 

yang dikutip dalam berita Singgalang, 24 Oktober 2017 pada halaman B-13 

mengatakan bahwa “banyak warga yang tak tahu apakah program santunan 

kematian itu masih jalan atau tidak. Informasi tak jelas dari Pemerintah Kota 

Padang, ditanya pun di Kelurahan, jawabannya pun tak jelas”. (Singgalang, 24 

Oktober 2017 halaman B-13) 

 Selanjutnya salah satu warga lain Kota Padang yaitu Eri mengungkapkan  

sebagaimana yang dikutip dalam berita Singgalang, 24 Oktober 2017 pada 

halaman B-13 mengatakan bahwa : 

“Uang santunan kematian hanya Rp.1 juta namun prosedur untuk 

mendapatkannya cukup panjang dan rumit. Waktu dan tenaga yang 

dibutuhkan untuk mengurusnya cukup menyulitkan. Menurutnya, bila 

di hitung dengan waktu, tenaga serta biaya yang dikeluarkan hampir 

sama dengan uang yang didapat. Beranjak dari itu, dia meminta 

Pemerintah Kota Padang untuk memangkas birokrasi dan mempercepat 

proses pencairan.” (Singgalang, 24 Oktober 2017 halaman B-13) 

 

Dari fakta dan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

program santunan kematian melalui Peraturan Walikota Padang ini belum 

berjalan dengan efektif dan masih terdapat kendala-kendala dalam pengurusan 

dana santunan, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang 
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bentuk pelaksanaan program santunan kematian yang diterapkan oleh Pemerintah 

Kota Padang pada Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang 

santunan kematian.  

 Berdasarkan dari kerangka diatas maka penulis ingin meneliti Peraturan 

Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang Santunan Kematian, karena belum 

ada yang meneliti Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015. Untuk itu 

penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul “Implementasi Kebijakan 

Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang Santunan 

Kematian”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas  dapat disimpulkan identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Masih banyak Pemerintah Kelurahan di Kota Padang yang tidak 

mengetahui Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang 

santunan kematian. 

2. Masih banyak masyarakat Kota Padang yang tidak mengetahui Peraturan 

Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian. 

3. Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Walikota 

Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian. 

4. Banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mengurus dana santunan 

kematian karena tidak terdaftar di Pendataan Program Perlindungan Sosial 

(PPLS) tahun 2011, Jaminan Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah. 

5. Rumitnya prosedur pengurusan santunan kematian. 
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C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk memberikan arahan pada 

masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta mengingat 

keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka permasalahan dapat dibatasi 

pada Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 

tentang Santunan Kematian. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 

tentang santunan kematian? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota 

Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Menggambarkan implementasi Peraturan Walikota Padang nomor 12 tahun 

2015 tentang santunan kematian. 

2. Menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan 

Walikota Padang nomor 12 tahun 2015 tentang santunan kematian. 

F. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam kajian mata kuliah 

kebijakan publik. 
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2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Masyarakat 

 Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat, serta memberikan 

informasi kepada masyarakat terkait dengaan prosedur dan persyaratan 

dalam proses pelaksanaan bantuan dana santunan kematian. 

2) Bagi Pemerintah 

Menemukan kendala-kendala dan sebagai masukan Pemerintah 

dalam rangka membuat suatu kebijakan/strategi yang dilakukan dalam 

program santunan kematian. 

3) Bagi Peneliti lain 

  Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dasar untuk 

meneliti permasalahan ini lebih lanjut. 

 


